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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
~ 1. 	 Kesimpylan 
I. 	Integrasi Timor-Timur dengan Indonesia yang diawali dengan lnvasi oJeh 
Angkatan bersenjata Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 tidak diakui 
oleh PBB dan Timor-Timur dianggap sebagai non-seJf governing territory. 
Sikap masyarakat Internasional terhadap integrasi Timor-Timur dengan 
Indonesia beragam ada yang memberikan pengakuan dan tidak.sehingga 
status wilayah tersebut sebagai salah satu propinsi Indonesia masih 
dipertentangkan. 
2. 	Unsur-unsur negara Menurut konsep negara yang tercantum dalalll pasal 
Konvensi Montevideo 1933. belum dapat dipenuhi secara sekaligus oleh 
Timor-Timur melainkan secara bertahap sampat akhimya terpenuhi semua. 
dan hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak diberikannya pengakuan sebabJ8i 
suatu negara terhadap Timor-Timur oleh negara-negara lainnya. 
3. 	 Terhadap existensi Timor-Timur sebagai suatu negara yang baru merdeka 
pengakuan secara de facto dan de yure dapat diberikan mengingat peroJehan 
kemerdekaan tersebut melalui suatu cam yang sah dan mumi menurut Hukum 
Internasional. 
2. 	 Saran 
Menanggapi sikap politik Pemerintah Indonesia yang • spektakuler' 
sebagai solusi akhir penyelesaian masalah Timor-Timur. berupa opsi otonomi 
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luas atau merdeka, yang akan ditentukan dalam suatu jajak pendapat pada 
tanggal 30 Agusutus 1999 mendatang, haruslah disikapi dengan bijaksana dan 
penuh kebesaran hati oleh semua pihak. Karena jajak pendapat tersebut 
merupakan upaya final yang dapat ditempuh untuk memperoleh suatu jalan 
tengah, baik bagi pemerintah Indonesia, Portugal dan masyarakat Timor-Timur 
sendiri. sampai pada akhimya hak untuk menentukan nasib sendiri dilaksanakan 
secara sempuma di bwni Lorosae. 
